
 
 

 
 

 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 

 NOMOR 46 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PURWOREJO, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan 
kebutuhan dasar setiap penduduk di Kabupaten 
Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo 

mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang berkualitas, teritegrasi dan 
berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya;  

 
b.  bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian 

hukum dan pelindungan hak masyarakat serta 
memberikan acuan mengenai standar dan kriteria 
pelayanan publik bagi setiap penyelenggara 

pelayanan publik dan masyarakat, perlu mengatur 
penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan 
dengan peraturan Bupati;  

 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purworejo; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik; 
 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PURWOREJO.  

 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal 1 

 
 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.  
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.  

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purworejo. 



5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, 
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  
6. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara, adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang 

menyelenggarakan pelayanan publik. 
7. Pelaksana Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Pelaksana, 

adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di 

dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.  

8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 
ataupun tujuan Penyelenggara sebagai penjabaran dari visi, misi 
serta strategi Penyelenggara yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai 
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.  

9. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga 
instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan 
dari aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik.  

10. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, 
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana 

dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.  
11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur.  
12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi 

keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam 

Standar Pelayanan.  
13. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan 

dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan atas 
pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, 
atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh 

Penyelenggara 
14. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM, 

adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat 
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara pelayanan publik.  
15. Sistem Informasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat 

SIPP, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 

pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 
Penyelenggara kepada masyarakat dan bisa disajikan secara 

manual ataupun elektronik.  
 
 



16. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik 
yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ 

modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi 

pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan 
baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat 
kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada 

kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa 
inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada 
inovasi yang ada. 

 
Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan, Asas dan Prinsip 
 

Pasal 2 
 
Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 
pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan 
berkesinambungan.  
 

Pasal 3 
 
Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah  
a.  terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 

tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang 
terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

b.  terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai 
dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;  

c.  terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima dan  
memenuhi harapan serta kebutuhan publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan  

d.  terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

 
Pasal 4 

 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:  
a.  kepentingan umum;  
b.  kepastian hukum;  
c.  kesamaan hak;  
d.  keseimbangan hak dan kewajiban;  
e.  keprofesionalan;  
f.  partisipatif;  
g.  persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;  
h.  keterbukaan;  
i.  akuntabilitas;  
j.  fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;  
k.  ketepatan waktu; dan  
l.  kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

 

 



Pasal 5 
 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan berdasarkan prinsip:  
a.  kesederhanaan;  

b.  kejelasan;  
c.  kepastian waktu;  
d.  akurasi;  

e.  keamanan;  
f.  tanggung jawab;  
g.  kelengkapan sarana dan prasarana;  

h.  kemudahan akses;  
i.  kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan  

j.  kenyamanan.  
 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 
 

Pasal 6 
 
Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:  

a.  pelayanan barang publik;  
b.  pelayanan jasa publik; dan  
c.  pelayanan administratif.  

  
 

Pasal 7 
 
(1)  Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
atau jenis barang yang digunakan oleh publik sesuai kewenangan 
Pemerintah Daerah. 

(2)  Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  

 
a.  pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari APBD;  
b.  pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari kekayaan Pemerintah Daerah yang 
dipisahkan; dan  

c.  pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya 
tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal 
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tetapi 
ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah, yang 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
/ 
 

 



Pasal 8 
 
(1)  Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6   

huruf b merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi:  
 
a. penyediaan jasa publik oleh Penyelenggara yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari APBD;  
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 
kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan  

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber 
dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian 
atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Pemerintah Daerah 
yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi 
Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
(2)  Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi skala kegiatan didasarkan pada ukuran besaran biaya 
tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan 
Pelayanan Publik untuk dikategorikan sebagai Penyelenggara.  

 
 

Pasal 9 
 
Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 
merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 
resmi yang dibutuhkan oleh publik, berupa tindakan administratif 
Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat. 
 

 
/ 
/ 

BAB II 
 

TATA KELOLA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 

 
Bagian Kesatu 

SOP 
 

Pasal 10 
 
(1) Setiap Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan SOP 

dengan mengidentifikasi, mendokumentasikan, mengembangkan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  

 
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi panduan baku 

bagi Penyelenggara dan Pelaksana. 
 



(3) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Kedua 

Standar Pelayanan 

 
Pasal 11 

 

(1) Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan penerapan 
Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 

Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.  
 
(2) Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat dan 
pihak terkait serta mengacu ketentuan teknis yang telah ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak 

yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap 
penyusunan standar pelayanan. 

 

(4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat komponen: 

a. dasar hukum;  
b.  persyaratan;  
c.  sistem, mekanisme, dan prosedur;  

d.  jangka waktu penyelesaian;  
e.  biaya/tarif;  
f.  produk pelayanan;  

g.  sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;  
h.  kompetensi Pelaksana;  

i.  pengawasan internal;  
j.  penanganan pengaduan, saran, dan masukan;  
k.  jumlah Pelaksana;  

l.  jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;  

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 
dan risiko keragu-raguan; dan  

n.  evaluasi kinerja Pelaksana. 
 
(5) Format Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
 



Pasal 12 
 

(1) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2), terdiri dari wakil:  

a.  semua pihak yang berkedudukan sebagai Penerima Pelayanan 
Publik baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau  

b.  tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, 

dan/atau lembaga swadaya masyarakat.  
 

(2) Penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beserta jumlahnya, ditentukan oleh 
Penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan 

kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkuta 
 

Bagian Ketiga 

Maklumat Pelayanan 
 

Pasal 13 
 
(1)  Setiap Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat 

Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan 
Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  
 
(2)  Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dipublikasikan secara jelas dan luas.  
 
(3)  Format Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Keempat 

Pengaduan Pelayanan 

 
Pasal 14 

 

(1)  Setiap Penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk 
mengelola pengaduan Pelayanan Publik.  

 
(2)  Penyediaan sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan 

atau berkebutuhan khusus.  
 

(3)  Setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang 
mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak 
langsung, dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami 

oleh Penerima Pelayanan Publik. 
 
(4)  Penyelenggara wajib menyediakan formulir pengaduan yang 

memuat sekurang-kurangnya: 



a.  identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap; 
b.  uraian keluhan atas pelayanan; dan 

c.  tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. 
 

(5)  Formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal 15 

 
(1) Setiap Penyelenggara wajib menyediakan kotak pengaduan untuk 

pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung. 
 
(2)  Penyelenggara dapat menyediakan media untuk pengaduan yang 

disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan 
layanan singkat, dan telepon. 

 
(3) Penyelenggara wajib mengembangkan sistem pengaduan dengan 

berintegrasi dengan sistem pengaduan tingkat Provinsi Jawa 
Tengah dan tingkat Nasional. 

 
Bagian Kelima 

SKM 
 

Pasal 16 
 

(1)  Setiap Penyelenggara wajib melaksanakan SKM secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 
(2) Dalam hal diperlukan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat dilengkapi dengan survei yang dilakukan sesaat setelah 
Penerima Pelayanan Publik mendapat pelayanan. 

 
(3)  Penyelenggara mempublikasikan hasil SKM terhadap 

penyelenggaraan setiap jenis Pelayanan Publik dan metodologi 
survei yang digunakan. 

 
(4)  Formulir kuesioner dalam SKM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Keenam 

Inovasi Pelayanan Publik 
 

Pasal 17 
 

(1) Setiap Penyelenggara wajib menyajikan paling sedikit 1 (satu) 
inovasi Pelayanan Publik di lingkup tugasnya secara berkala 
minimal 1 (satu) kali setahun. 

 



(2)  Inovasi Pelayanan Publik disajikan dalam bentuk proposal dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

(3)  Proposal Inovasi Pelayanan Publik disampaikan kepada Bupati 
untuk diajukan dalam Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat 
Nasional.  

 
 

Bagian Ketujuh 
SIPP 

 
Pasal 18 

 
(1) Setiap Penyelenggara wajib mengelola SIPP sebagai sumber data 

utama penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dijadikan sebagai 
panduan bagi Pelaksana dan sumber informasi pelayanan bagi 
masyarakat.  

 
(2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

meliputi:  
a.  profil Penyelenggara; 
b.  profil Pelaksana;  
c.  SOP; 
d. Standar Pelayanan;  
e.  Maklumat Pelayanan; 
f.  pengelolaan pengaduan;  
g. SKM;  
h. Inovasi Pelayanan Publik. 

 
(3) Penyelenggara berkewajiban menyajikan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi elektronik atau 
non elektronik kepada masyarakat secara terbuka dan mudah 
diakses.  

 
Bagian Kedelapan 

Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 
 

Pasal 19 
 
(1)  Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam 

menunjang penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
 
(2)  Penyediaan, pengelolaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
kemampuan keuangan Daerah.  

 
 
 
 
 
 
 



Bagian Kesembilan 
Kerja Sama Pelayanan Publik 

 
Pasal 20 

 
(1)  Penyelenggara dapat mengadakan kerja sama dengan 

penyelenggara Pelayanan Publik lain ataupun dengan pihak ketiga 
yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas 
Pelayanan Publik.  

 
(2)  Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan 

oleh Penyelenggara kepada masyarakat melalui media cetak 
dan/atau elektronik.  

 
Bagian Kesepuluh 
Pelayanan Khusus 

 
Pasal 21 

 
(1) Setiap Penyelenggara wajib menyediakan sarana dan prasarana 

yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, anak-anak, lanjut usia 

dan wanita hamil.  
 
(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menjamin aksesibilitas pengguna Pelayanan Publik 
yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 
(3)  Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan 

pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas 

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan 

Publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukkannya.  
 
 

 
BAB III 

 
KODE ETIK, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 
Bagian Kesatu 

Kode Etik, Hak dan Kewajiban Penyelenggara 
 

Pasal 22 
 
Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam 
memberikan Pelayanan Publik, sebagai berikut:  
a.  bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;  
b.  bertindak adil dan tidak diskriminatif;  
c.  peduli, teliti dan cermat;  
d.  bersikap ramah dan bersahabat;  



e.  bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-
belit;  

f.  bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk 
apapun atas pelayanan yang telah diberikan; dan  

g.  transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-
langkah yang kreatif dan inovatif.  

 
Pasal 23 

 
(1)  Penyelenggara berhak:  

a.  memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan 
tugasnya;  

b.  melakukan kerja sama;  
c.  mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan 

Publik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah;  

d.  melakukan pembelaan terhadap Pengaduan dan tuntutan yang 
tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan 
Pelayanan Publik;  

e.  menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan; dan  

f.  mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam melakukan 
Pelayanan Publik.  

 
(2)  Penyelenggara berkewajiban:  

a.  menyusun Standar Pelayanan;  
b.  menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat 

Pelayanan;  
c.  menempatkan pelaksana yang kompeten;  
d.  menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan 

Publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang 
memadai;  

e.  memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 
penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

f.  melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;  
g.  berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan 
Publik;  

h.  memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan;  
i.  membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung 

jawabnya;  

j.  bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi Penyelenggara;  
k.  memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang 

berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung 
jawab atas posisi atau jabatan; dan  

l.  memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan 
pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi 

pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

 



Bagian Kedua 
Kewajiban, Hak dan Larangan bagi Pelaksana 

 
Pasal 24 

 
(1)  Pelaksana berkewajiban:  

a.  melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang 

diberikan oleh Penyelenggara;  
b.  memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

c.  memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah 
suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang 

berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang 
berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;  

d.  memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri 
atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  
e.  melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan 

kinerja kepada Penyelenggara secara berkala;  

 
(2) Pelaksana berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya 

dalam melakukan Pelayanan Publik.  

 
(3) Pelaksana dilarang:  

a.  merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha 
bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi 
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik 

Daerah;  
b.  meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan 

yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  
c.  menambah pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara;  

d.  membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa 
persetujuan Penyelenggara; dan  

e.  melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
 

Bagian Ketiga 
Sanksi Administratif 

 
Pasal 25 

 
(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat 
(1), dan Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif.  

 
(2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat 
(1) dan ayat (3) dikenai sanksi sanksi administratif.  

 



(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), dapat berupa:  

a.  peringatan lisan;  
b.  peringatan tertulis;  

c.  penundaan kenaikan pangkat;  
d.  penurunan pangkat;  
e.  mutasi jabatan;  

f.  pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;  
g.  pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 

dan/atau  

h.  pemberhentian tidak dengan hormat.  
  
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 
 

BAB IV 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

 
Pasal 26 

 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap 

penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah 
Daerah.  

 
(2) Pembinaan dan pengawasan teknis Pelayanan Publik di lingkungan 

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pimpinan Penyelenggara.  
 
(4)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa 

fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan 
teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang 
mencakup:  
a.  perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk 

mencapai Standar Pelayanan, termasuk kesenjangan 
pembiayaannya;  

b.  penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan dan 
penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan;  

c.  penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan; dan  
d.  pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan kepada 

Bupati.  
 
 
 
 
 
 



Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 27 

 
(1)  Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh:  

a.  pengawas internal; dan  
b.  pengawas eksternal.  
 

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan melalui:  
a.  pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  
b.  pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
 

(3)  Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, dilakukan melalui:  
a.  pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;  
b.  pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  
c.  pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

 
 
 

BAB V 
 

EVALUASI DAN PELAPORAN 
 

Pasal 28 
 

(1) Setiap Pimpinan Penyelenggara wajib menyelenggarakan evaluasi 
kinerja pelayanan.  

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

lama setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya secara berkala dilaporkan 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 
Pasal 29 

 

Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada 
masyarakat, Bupati melakukan evaluasi dan monitoring terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik.  

 
 

 
 
 

 
 
 



BAB VI 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 30 
 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan 

Pelayanan Publik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 
 
(2) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 
a. rancangan Peraturan Bupati yang mengatur SOP, Standar 

Pelayanan, Maklumat Pelayanan dilakukan dan dikoordinasikan 
oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang menangani 
tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan; 

b. rancangan Peraturan Bupati yang mengatur Pengaduan 
Pelayanan dan SIPP dilakukan dan dikoordinasikan oleh 

Perangkat Daerah yang menangani tugas dan fungsi di bidang 
diseminasi informasi dan pengelola pengaduan pelayanan; 

c. rancangan Peraturan Bupati yang mengatur SKM dan Inovasi 

Pelayanan Publik dilakukan dan dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang menangani tugas dan fungsi di bidang pelayanan 
publik 

 
Pasal 31 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten 
Purworejo. 

 
Ditetapkan di Purworejo 

pada tanggal 7 Juli 2017 
 
BUPATI PURWOREJO, 

 
ttd 

 
 AGUS BASTIAN 

Diundangkan di Purworejo 

pada tanggal 7 Juli 2017  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 
 

ttd 
 

SAID ROMADHON 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2017 NOMOR 46 SERI E NOMOR 38 


